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KEPALA·BAlAI PENGELOlAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII
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TENTANG

TIM PEMSANGUNANZONA INTEGRITAS WltAYAH BEBASKORUPSI (WBK)
PADA SAlAI PENGELOlAAN HUTANLESTARI WILAYAH XII PALU

KEPALABAW PENGELOlAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII PALU

: a. B,ahwa: daJam rangka percepatan peJaksanaan Reformasi Birokrasi dan
Pembangunan Zona Integritas (1I). menuju Wilayah Bebas dar; Komps;
(WBK) .dan Wi~yah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) lingkup Direktorat
JenderC!JJPengelolaan Hutan lesta,.i, maka periu dibentuk Tun yang mampu
mendorong DerCepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pcida Jingkup sattiankerja;

b. bahwa rnewujudkan hal tersebut, perlu memiJih dan menunjuk personil yang
memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan, untuk berperan aktif daJam
Tim Percepatan Reformasi Birokras; menuju Wllayah Bebas dan Korupsi
(WBI<) dan WilayahBirokrasi ~rsi Melayani (W~M) pada Satker BaJai
Pengelolaan Hutan lestarl WiJayah XII Palu;

c. bahwa dinamika perkembangan internal organisasi harus berdamplngan
dengan Tim Pelaksana Reformast yang makin berkualitas;

d. bahwa untuk ma.ksud sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan
keputusan Kepala Bala; Pengelolaan Hutan lestari Wilayah XII Palu.

1. Undang-Undang Nemor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3851);

2. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Green Design
Refonnasi BirokraSi'201O-2025;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
8irokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Manajemen Perubahan; .

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasl
Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen
Perubaha"n lostansi Pemerintan;

6. PeratUran Menteri .Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
BirOkrasi Narnor. 52 Tahun 2014 tentang. Pedorrfan Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wi1ayah Birokrasi Bersih
dan Melayanj di Ungkungan Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Menter; LHK Nomor Insp.l/MenlHK-Setjen/2015 tentang
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah BirOkrasi Bersih dan Melayani (W6BM) lingkup KlHKi
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MEMtmJSKAN :

KEI'UlUSAN )EPALA BAlAl PENGELOLAANHUTAN LESTARI WILAYAH XII PALU
TENTANG.TIft1'PE~NA REfORMASI BIROKRASI PADA BALAI PENGElOLMNHUTAN~LiSrArU'WlEAYAH,XII PALU--:-::: ',:~--, -,

Memp$.rbaharui susunan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Batai
Pengetc;llaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpiSahkan dari Keputusan inr.
Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Balai Pengelolaan Hutan lestari Wilayah
XII Palu mempunyai tugas dan wewenang sebagaimaa tercantum dalam
lampiran Keputusan ini.

Tim Pelaksana Reformasi .Birokrasi pada BalaiPengelolaan Hutan Lestari Wilayah
XII Palu dalam melaksanakan tugas dan kegiatan, bertanggungjawab kepada
Kepala Balai Pengelolaan Hutan lestai Wilayah XII Palu. .
Masa kerja Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi pacta Balai Pengelolaan Hutan
Lestari-Wilayah xn Palu selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.
Seluruh biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana
Reformasi Birokrasi.· pede Balai Pengelolaan Hutan lestari Wilayah XII Pafu
dibebankan pada Anggaran DIPA BPHLWilayah XII Palu pada tahun berjalan.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
apabila terdapat' kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

: Palu
: l(3 Maret 2023

I~ Salinan KeputtJsan ini disampaikankepada yth. :
1. DirekturJenderat P.engefqJ~n fJ~:JtflQLe~ri.
2. Sekretaris DireJ<to~t Jenderal PengelOtaan Huta Lestari.
3. Kepala Biro KepegawaiaO;;(;IanOrganisasi Sekre, riat Jenderal KLHK.
4. Pejabat Eselon IV lingkuf,l Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu.
5. Pembuat Dafter Gaji Balai PengeloJaanHutan Lestari Wilayah XII Palu.
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
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Lampiran Keputusan. Kepala 'lJalal ~riQelotaaf1:Hl.rtan Lestari.Wilayah XlI
Nomor : SK.a3S1BPH~.XWS6l"t1/Q3f'2023
Tanggal 03 Marst 2023 '.

11";'~~."~REFQRMA$1 BlRQIQtASI
PADA lAW PEr4Gt;tCtWN HUTAN t'ESrARI WlLAYAH XU PALU

L SUSUNANTIM: .
PenanaaunOiawab/Penaarah

Burhanuddin, S.Hut

Ketua
. . Keoala BPHL Wilayah XII

1. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfataan Hutan
Produksi dan Hutan Undung

2. Kepala 5eksi Perencanaan, Pengelolaan dan Pernanfaatan
Hutan ProdukSl <fan Hutan Unduno

WakU:Ketua

Koordinator Ketompok Ker.Ja

KELOMPOK KERJA

No Nama Pokjadan Uraian Tugas

K$)ala Sub BaalanTata Usaha

1. Manajemen Perubcihan
Tugas:
a. Menylapkan dokumen rencana

kerja Pelaksanaan Reformasl
Blrokrasl, melalul Pembangunan
ZI menuju WBK/WBBM.

b. MenetaOkanAoen Perubahan.

AnQoota
KOOI'dinator Comella Hema Parerung, S.Hut., M.P.
Anggot:a :. Ichsan, S.Hut

Purwinto, S.Hut.
Putri MagJ)rah, A.Md.Hut.
TaufikHldayat
Faiq Syaefudin

2 Penataan Tata taksana
Tugas:
a. MenyiapkanSOP
b. Menyiapkan E-Office
c. Menyiapkan dokumen

keterbukaan infonnaSipublik

KOOI'dinator : Asri
Anggota : Suryatman, S.Kom

Juan OioniSiusAgusno
Oanezra K. Sereng

3. Penataan Manajemen Sumber SDM
Tugas:
a. Menylapkan dokumen

perencanaan lcebutuhan
pegawai sesuai kebutuhan

b. Menyiapkan dokumen
pengembangan pegawai

c. Menyilapkan dokumen
penetapan kinelja individu

d. MenYlapkan dokumen
penegakan diSipJin dan kode etik

e. Menyiapkan pengembangan
si~em infor:rnasi·kepeQawaian

Koordlnator
Anggota

Afrianti, S.Kom.
. I1sye Janed Amalia, S.Hut.

Winda Sanoka,A.Md.A.B
Ferdi Ferdlansyah
Muh.Mufti Adrian

Haryooo, S.Hut., M.Si
: MeriamSeptjani, S.E

JonlyJemmy Kumesan
lzrah

4. Penguatan Pengawasan
Tugas:
Menyiaplcan dokumen yang
berkaitan dengan : PengendaJian
Gratifikasi SPIP, Pengaduaan
rnasyarakat WBS, dan Penall9anan
benturan keoenttngan.

Koordlnator
Aoggota

5. Penguatan AkuntablUtas Kinerja
Tugas:
a. Melakukan pengetolaan

akuntabllitaskinerja
b. Mernastikan keter1ibatan

I
' Pimplnan dalam·seluruh proses

anggaran
I

Koordinator
Anggota

: Atriani, SH.
. Orpa, S.Hut

Albertus Sonda
Musri Tade
Adnin Aulla, S.51
Safrlansyah
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Tl.lga~: '.
a. Menyiapkan~rxJar pela~nan
b. Men'/(aplcan budaya PeJayanan

prima .
c. Mela.kUkan ~ni~lan ~uasan

a aOaf);

'YoOg~r Pelu~, s,.Sos
,Hlma.wan Suko Ra~rjO~AMd. P
Firdaus
Asna RahimLabo
sabri, S.KM

D. TUGAS SELURUH TIM :
1. Melakukan kpootdina$i internal secara intensif untuk kelancaran pelaksanaan tugas percepatan

Re(QrmaSiBi~toasi
2. Menyiapkan dOIrumen:dandata,pendukung lain yang terkaitdengan pelaksanaan ReformaSiBiromsi
3. Memc.ntaupelaksanaanRefon:ria$iBlrokrasi
4. Melakukan intem.alf~$i h@~1~~J~n k~ ~Iuruh pegclV4tl BPHLWilayah XIlPalu.
S. MengevaluasJ dan melaporlcan haSlI'keQiatan kepada BPHLWllayah XlI Palu

ID.WEWENANG TIM
1. Melakukankoordlnasi dengal1uQltt~l'kait
2. Mengusulkan program~prOgrcl'myang berlcaitan dengan peJaksanaan.Reformasi Birokrasl
3.. Mengajukananggaran penunjangPelaksanaan ReforrnaslBlrokrasl
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